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PEMER1NTAH KOTA PAGAR ALAM

PFRARJRAN DAERAH KO i'A PAGARALAM ,
NOMOR iYTAHUN 2C10

RETRIBUSI PF.MAI'.AIAN KEKAYAAM DAERAi

DENGAN RAHMATTUI-IAN YANG MAMA PSA.

KOT/x PAGARALAM

bahwa Kola P? ga- Alain niorupakan Daerah Pemekaranj
baru terberrtuk berriasarkau Undaugdjndarig Noivior b 13.
2001 yanq bertujuan untuk mewupjdkan lata kphidunan clae
yan:j ben.nan, cardan, achat, dan sejahtera,

bahwa deaaan bcrbtkaaya Aav^a.a A'adava; No:;^ Ar< 7/,-.
2009 tentang Pajak Daeiah dan ReLnbiisi Oae-aa dan sGa
imp'ementasi pelaksanaaanya perlu dia.Uir teraenmn den
p-rnta':- • Da-rah;

bahwa Retribua Daerah rnorupakan aaiah
pendapatan a-^r->- yang pentmn anna nv—Aa^
pemedntahan daerah:

bahwa kelvjakan RotubuKi Daerah -jiiaksana-'
orinsip demokrasi, pemerataan dan keadila
masyarakat. dan akuntabilitas dengaa denqan men^erh
potensi daorah;

;-,?''j SU'":

:••: ;a?a-

nai'an a

'Si

bahwa perfimbangan a-bagaunaaa dmagksud &.. .aa^ nara
huruf b, huruf c. dan huruf d, pcrlu membeatiA r-;erai'
Daerah tentang Retribusi pemakaian kakayaaa Daorah

jrar.

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 ientana.2 -I: r • y ;i'

Kota Pagar Alam (I embaran Negara Rl Tahun 2e0A ^y'-
Tambahaa Lemoaraa id^ga.a Rl Tahun 20a'. Pane /.,-••-•••.



Mrlli

Undang-undang Nome'- 32 'aiie 200- tentang Pemeantahan
Daerah (Lembaran Negara Rl tahun 2004 Nomor "125.
Tambahan Lembaran Angara RS Nomor 4437) sebagairnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2000 O.ombaran Negara R! Tahun 2008
Nomor 59 TamLahan Lembaran Neoara Noia.or ^844V.

3. Undang-Undang Nomci 00 Tahun 200^ Tealaac Perimbangan
Keuangan Aatara Fame,
(Lembaran Negara Tar
Lembaran Negara Nomor

?n Pemerintah Daerah

2004 Nomor 126a, i amoanan

4. Undang-Undang Numo< 2;- rahua 200.'' AeAar:? :A-i^k ri?prai
dan Retribusi Daerah Taraiieii Negaaa ir-arr 200° N mno
130. Tambahan he; Opm" Annam 'A-v- vao',

Dec

>FR\r-.KVvAKlL/-A A'...-"' A A LAM

J

RL-RATU; :,-\N A/da '•

ALTRIRUSI PLMAA'AL

••,/•;•; I

KlALNTNAN 0

lam Peraturan I '-11101 ; Am

i Paoroh adaiah A >'• i '. 10. r /\i,:; ;<

2 Pemerintah Daoaili adaiah Pomhm nkah KAi I

0. Kepala Dae-ah adaiah Wakkoki Pagai Alaa
4. Pejabat adalan Pegwai yanq diben Liana toilentu di bidana

retribusi daerah sor ,1:11 dennan peraiuran peruadana-undanaan,
5. Badan adalali s'-kumpi Am orang, da;-, .Aao modal yanq

mcrupakah kesnti m. haik vang melakakaa ueaha yang meliouh
perseroan tarbata y penmroaa komaaditer. perseroan lainnya,
badan asaha aA>:; Ncqora AAeALA, aU:a aa.daa asaha raiiik
Daerah (BUMP; dengan aarna dan dalam br fir.uk apapun, firm a.
konngsi, koperas1 dan nomaon, aea?ekalaaa. perkumpulau.
yayasan, organises'i maaaa orgaaisas: nosia] poklik. alau
oragnisasi lainnya lembaga dan hentuk badan lainnya tormasuk
konfrak investasi koiek-i,' dan heniuk usaha ietap.

0. Retribusi Daerah, yang nolaajuniya disebul Retribusi Daerah
adaiah pemungu'n; dneaah aehaaai pembayaran atas jasa atau
pernbenan izin terlenfu yaag khnonn di~ediakan dan/atau

ar Mlam



diberikan oleh '•'errierinta.n Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan;

7. Jasa Usaha adaiah jasa yang disediakan oleh Remeritah Daerah
dengan menganu! prlnsip-phnsip komersiai. karena pada
dasarnya dapa! p ila disediakan oioh sekior swasla;

8. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selani,utm/a dapat
disebut retribusi adaiah atas pembayaran semua peiayanan
pemakaian kekayaan daerah;

9. Wajib retribusi adaiah orang pribadi ataa badan yang raenurut
peraiuran perur dang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi:

10. Mass retnbusi adaiah suatu jangka wakAu tertentu yang
merer akan baran waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
kekayaan daerah;

11.Sural pendaftarar. ohjek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPORD adaiah sural yang digunakan oleh wajib
riteribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang lerhutang menurut
peraiuran perundang-undangan retribusi daerah:

12. Sura! .qerefgnan rp.rihnsi daerah yang se.lanmtnya danaf dlsinnkn!
SKRD adaiah sural Keputusan yang menontukan besarnya jumlah
retribusi yang terhutang;

13. Sural ketelapan r Anbusi eaevah kneiog bayar tambahan, yaou
selanju'nva dapat rlisingkal SKRDKR1 , ndalaii surat keputusan
yang menenlukau t;imb;ihan aim; ii.imlah retribusi yang
ditefapkan;

14. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, seianjulnya daoat
disingkat SKRDLb, adaiah surat keputusan yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena ' jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang;

15.Surat tagihan retr busi daerah. yang selanjutnya dapat disingkat
S1RD, adaiah surat untuk melakukan tagihan retribi a dan ataa
sangsi administrasi beruoa buaga dan mau domia;

16.Sural keputusan kebomtan adaiah sura Aaontusan a'^s
_. keberatajajediadap SKRD atau dokuaien Lon yang dipersamakan

SKRDTKBT yang diaiukari oien wajib retrib'iai;
1APemeriksaan adaiah keginlan untuk meaeaa, mengumpulkan dan

mengelola data ataa keterangan in-inya dalam rangka
pengawasan pemenuiiaa Kevvajiban reiabusi aaoran bemassrkan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

IB.Penyidik , tindak pidaaa dibidang retnbusi daerah aaalah
serangkaian tindakan yanq; Oilakukan oleh pejabat pen^idik
pegawa: negan sipil ( PRNS ,• yang selanjutnya disebut penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukii clan dengan bukti itu

,..,, membuat terpidana tindak pidena dibidang retribusi daerah yang
tprjacjj ^Qfta nienflrwiNn PRlan^^ifnnnyp:



8A3 !!

NAMA, OBJEK, Dan SUEJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan na.na retribusi pemakiau kekayaan caerah dipuncjut retribusi
seb.igai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerati

Pa sal 3

(1)Obyek retribusi adaiah peiayanan pemberian hak pemakaian
kekayaan daerah untuk. jangka waktu tertentu., yav\q meiiputi :
a. Pemakaian tanah untuk lahan kosong, sawah kebun kopi"
b. Pemakaian Dangunan;
c. Pemakaian mangan;
d. Pemakaian kendaraan / aiat-alat berar ituIik daerah;
e. Pemakaian mobil Tinja;
f. Pemakaian kolam pemancingan:
g. Pemakaian tanjidor;
h. Pemakaian sound system;
i. Pemakaian homestay;
j. Pemakaian Ruma.: Dinas;
k. Pemakaian A'at-Alat Perlanian;
i. Pemakaian Alat-alat Berat;
m. Pemakaian Alat-al it laboratonum Aspal,
n. Pemakaian Alat-alat Laboratonum Mekfan.
o. Pemakaian Alat-a it Laboratonum Beton:

(2) Tidak termasuk oby-k retribusi pemakian kekayaan daerah adaiah
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungis dan tanah tersebut,
pemakian kekayaan Haerah untuk peiayanan umum, antara lain untuk
pemehksaan daging i nport dan pongujian basil mum

fAasai 4

Subjek Retribusi adaiah oraag pnbndi atau [,adan yang menggunakan
kekayaan daerah mill'- Pemaruilak Pnerah

BAB II!

GOLOMGAN RETRIBUSI, CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA, PRINSIP dan SASARAN

PENFTAPAN TARIF RETRIBUSI

P:asal b

Golongan Retribusi Kekayaan dam ah Digolongkau sebagai Retrlbr
J isa Usaha;

Pasal B

Cara mengukur tingkal penggunaan jasa adaiah digKrn berdasarkan at.-
Kelas, temyet. Lias bangunan, dan frekue-v.vr



Ai) Pans a dan saaaran dalam lOrnelaaaa lark Pr.inq,,si J~--> i•<=-•--
didasc rkan pada aguan unaA momperoien keuntungan yang layak"'

02) Keuntungan yang layak a.y.aqamiana dimaksud oad, ,w?1t ,'n
aualah keuntungan yanq dieeroieh apaoila msa nelayanan'%'^
usaha tersebu: d.laknkao aocara efis.ea dan beronentas,' oada'
harga pasar. •

BAB 0/

STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETR'.BUSl dan WU AYAH
PETiUNGUTAN

Pasa! 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi :
L Struktur dan Besarnya Tanf digolongkan berdasarkan jPnk-

kekavaan daerah yang digunakan dan jangka waklu pemakaiarr "
A Besarnya tanf difefapkan berdasarkan tanf pasar yang berbAu

diwilayah daerah dan atau sekitarnya; "'
P^saryang berlaku sulit ditemukan / diperolel

l-'C OCT IUOI I li'l I

Dalam hal tarif
c ,. r---— j--"a ^--"c.rvu .•m.iiii uut-iiiuKan / aioeroien rnaka

-an, uuci-ip^oU seoaga; junAuh. pram,',:
peiayanan /jasa, yang men,pake,, nmilah \nmur-ufmm Tanf v•-,',".'•
moliputi . ' ''' '•'•'

a. Unsur biaya persatuafi penyediaan jasa:
b Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa"
Biaya sobagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi
a. biaya operasional langsung, van.] meliputi belanja urn:, iw^

termasuk pegawai tidak t<:tnp belanja baranq belania
pemeliharaan, sewn tanah (km bangunan biaya listiA dan
semua biaya rutin periodik lainnya yanq berkaikn lanasanq
penyediaan langsung jasa;

b Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administraoi umum
dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan insa-

c Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetnr
dan aktiva lainnya yang begangka menenoah dan panianc "vena
meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan "
bangunan, dan penyusutan aset:

d. B:aya-biaya lainnya'yang berhubungan dengan penyediaan iaa,.
seperti bunga atas pinjaman jangka pendek

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ' ayat (n numf D
ditetapkan dalam persentas- tertentg dari total hiava ^ .oaq3j,-^rT
dimaksud pada ayat (4) 0'an dan modal; ' " ' '" 'c
Struktur dan besarnya tanf sebagaimana paua gasai ini dd-tanka-

sebagai beaikut : ••.-.,.....

a. Pemakaian tanah untuk lahan kosong. sawah, kehur. kopi
V Pemakaian lahan kosong untuk gertaman • Rp 2 000 000

/hektar/tahun ~' '

2) Pemakaian sav ah : Rp. 0.000.000.-/hektar/tahun
3) Peraakaiar, kebun kopi : Rp. 2.500.000,-/hektar/tahun ,.-/
4) Pemakaian tanah untuk nemasanoan mkiamn / Ma- Rn

10.000.,-/M2/iahga P'
5) Pemakaian tan A untiA usaha oemaoanoan r'f.'uar kmn0ie^

pasar : Rp. i2.D00,AM2/Aahui! " ''



Ij _. ...

5) Pemakaian tanah imll* ,IS,lK, pealaaangan digram
kompiek pasar Rp. 12.000, •/fw2/!ahun

b. Pemakaian bangunan
1) Pemakaian gedung balai Kota

- Umum

a) Malar- ipuk.ai n;.00 s.d 24 001 Rp 400.000 -
b) Siang (Pukul 00.00 s'd 17.00) Rp. 500 000 -

- Dina s / Insta ns i / BUMN / BUMD
a) Maiam (Pukul 18.00 s,'d 24.00) Rp 700 000,-
b) Siang ; Ailuk 06.00 s/e" 17.00) Rg 000.000

2) Pemakaian Gedung ,Liang
Umum

a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.00) Ro. 300 000 ^
I b) Siaag .Pukul 00.00 s/d 17700) Rp. 400 O0O «*
j - Dinas / Instansi / BUMN / BIJMD
\ a) Malam 'Pukul 18.00 s/d 24.00) Rp. 500.000 -
j b) Siang (Pukul 06.00 s/ci 17.00) Rp. 600 000"-
| 3) Pemakaian Gedung 3D Model -*.
\ - Umum
j a) MaJam ^ukul 18 00 s/d .24 00) Rp. 400 000 -
! b) Siang (Rukul 06 00 s/d 17.00)'p,o. 500 000 -
I - Dinas / Instansi / BUMM / BUMD

a) Malam (Pukul 18 00 s/d 24.00) Rp. '/(){) 000 -
b) b. Siang (Puluk 06 00 s/d 17 00) Ro 600 oo'n -

1) Demakaian-Gedung Lks RSUD : Rp .5.000.000 -/tahun
c. f- emakaian kenc araan/ aiaf-afat berat mffik daerah '

1) Pemakaian Kendaraan Roda Fmpat : Ro 150 000 -/nuRn
2) Pemakaian Kendaraan Roda Dua . Rp 5000-/bulan"

/A

i •

Pemakaian Bus AC
Dalam Kota

" Luar K-.- Rn a nnp onn'-hZ,
4) Pemakaian Bus Non AC

- Dalam Kota • Rp_ 750.000 -men
r, ; Lu.rKotc- Rp. LOGO 000,Loan
5) Pemakaian Mobil Tinja

- Subtitank estandar ; Rp. 350.000.- S
- Subtitank Besar : Ro. 450.000 -

d Pemakaian kolam ikan

- Pemancngan Rp i5.000.000-Aihun
e Pemakaian tanjidor

Dalam Kota

Luar Kota

f. Pemakaian soun. 'systei
Dalam Kota

Luar Kota

Rp. L000.000.-/ban

Rp.5.000.000,-/had
Rg. S.OOO.QOO.Pkaa

Dp. i0.000.000.-
7p 12 500.000.

g. Pemakaian homestay : Rp 10.000.000.-/tahun
h' Kantpi!\ ' Rp 5.000.000.A Tahun
i. r-oorj Court (gojok jaian) Ro.5.000.000 -/ Penahm
j. Pemakaian Rumah Dinas

- Rumah dinas gel II Ru. 50 000 -/bulan
- Rumah ainasgol III Rd. 15.000/-,'huian

k. Pemakaian Alat-Alat Pedania-

- Raadirakco, Rr) •;r:D.GQ0.~/hc*lar
Colt Box pono'ingir, Rq 500.000 -/!iad



I. Pemakaian aiat-alat berat

- EXCAVATOR TRACK : CATLRPILAR ) Rp, 197.400.- / Jam
atau Rp. A381.800. / hari atau Rp. 37.686.000,--/30hari

- EXCAVATOR TRACK dilengkapi Dozer Blade ( Komatsu
PC) Ro 112.600. /Jam atau Re 938.677.-/ban
atau Rp.07.^50 '120, o/Ohan

- Tyre Ro'e ( Sakai \0/R1 500 M) Rg. 254.50-1. /Jam ataa
Rp. 1.784.749,- /ban atau Rp.52.542.500.--/30hari

- Vibration Roller ( IR SD 100 D ) Rp. 151 024. /.jam atau
Rn_ 1.057.168,-/hari atau Rp.31.715.100.-/30hari

- B ildozer (Hitaehi) Rn 338A71. / Jam atau
Rp. 2.360 301 --/ban atau Rp.7 j .0/9.300, /3Chn.,

- Wheel Loader ( Case 621 B ) Rp 209.656, / Jam atau
Rp. 1.467 508. -/ban alan Rp 44.020.000, /OOuau

- Motor Gradci ( Komatsu 0AJ 150 ) Rp. 252,209, - / Jam aiau
Rp. 1.760 093. -/ban atau Rp.52.983.000 /OOhan

- Flatbed Trux Tronton (Wing - Jack Komatsu ) Rp.
170.556,- /Jam atau Rp. 1 193.095
Rp.35.817.000,--/30hari

- Truck Crane Flatbed Rp 61245, /Jam akau
Rp. 428.710,-/ban atau Ro. 12.80 1,600. -/30hari

m. Alat - AlafLaboratonnm Anna!

- Aspa!

a) Destilasi-Rp.20.000.00 Pei sanq)!e
5) Renetrasi dengan Jarum Rp.17,500.00 Per sampel
m Ketahaaan terhadap loieh Rp 21,300.00 Per sampel
J) Titik LembeA Rp.1 1, TOO.00 Per sampel
c) Titik Nyala Rp.12,750.00 Per sampel
!') Daktilitas Rp. 13,300.00 Per sample
id Loss on Heating (LOH) Rp. 10,600.00 Per sample
h) JRenetrosi LOH Rp.17,500.00 Per sample
i) Titik Lembe.t LOH Rp.10,600.00 Per sampei
j) Dakbiitas LOH Rp 21,250.00 Per sampei
k) Berat Jenis Rp. 10,600.00 Per sampel
I) Kelekatan Rp.14,350.00 Per sample
in) Ekstraksi (1 eknis) Rp.38,250.00 Per sampei

- Agregat Kasar intuk Rampuran Relon Aspa! dan Semen
.a) Anaksa Saangan Rp.21,150.00 Pei sampel
b) Berat Jenis dan Penyerapan Rp.21,150.00 Per sampel
';) Berat Isi Rp. 10,550.00 Per sampel
J) Kelekatan Agregat Rp. 15,850.00 Per sampei
>:) . Abrasi Rp 2 L250.00 Per sample
0 Impact Test Rp 13.600.00 Per sample
n) Kepipihan Rp.21,250.00 Per sample
h) Lolos Saringan No 200 Rp.21,250.00 Per sample
i) Soundness Agregat Kasar Rp.69,100.00 Per sample
i) Kepadatan Mutlak Rp.26,600.00 Per sampel
I) Angulari'y Ro.31,900.00 Per sample

- A.gregat : la'us untuk Oampuran Beton Aspal dan Somen
a) Analisa Saangan Rp.19,650.00 Per sampel

• b) Berat Jenis tan Penyerapan Rp.23,400.00 Per sampel
c) Berat Isi Rp.9.350.00 Per sampel
d) Sand Eguivafent Rp 13,900.00 Per sample
'•) Soundness 7\gregaf Mains Rp.56,30'0.00 Per sample

lari atau

Y-
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fi Organik 'mpurities Rp.8,500.00 Per sample
- Agregat untuk Base dan Sub Base

ro Perencaraan Pp.224.400.CO Per sample
5) Komposisi

c) Analisa Saringan Rp.10,650.00 Per sampel
J) Berat Jem -, dan Penyerapan Rp 23.400 00 Per samnei
.a Be.at Isi Rn.9,550.(10 Per sampel '
I• Kelekatan Agregat Rp. 14.350.00 Per sanmq
i0 Abrasi Rp 21,250.00 Per snrnnel
k) Impact Te J Rp. 13,600.00 Per samms
0 Atterberg I imtt Rp.130.800.00 Per samne'
.0 Pemadatan Modified Rp.52,100.00 Per sampel
k) CLP fvlodilieci Rp.60,000 00 Per samnle -

- "anah untuk Sub Grade
•'! Berat Joa.a Rp 10,200 00 i-;er sompA
k) Atlerhmq Imp Rp IP.000 St) Pei sumpei
c) Eerat Isi Rp.6,000.00 Rc:r s,impel
J) /.nalisa Saungan Rp 10,200.00 P-aj. s^rm---!
c) Pemadatai Standar Rp.5P.100 00 Per srirmp;
0 CBR Standar Rp.58,400.00 Per samne!
.a) Unconfined Compression Stronolh Rp ys spa pq por c.

n- Alat_-_Alat kalioratorium Mektan
benduta;i dengue Oonkelman Beam f
sampie

- CBR dm.pan Dvruo r\M-.-. p,-,,„...,-..,.,-.... . ,.,-.,, ,-,
Per sample- —.„lt„, gumm Rp.42,500.00

- CBR in r.ih; fian;,fl rq.Rss r:. m>q; or, 00 p„;.. t. p|
Pennamhilae Snaipe; A! (Com- ReA An e~ Toa'nn'n., ' [ ''- '-'nn; n,.).!.;.,./ j,j pq Per sampel

- Kepadataa dsugan Rued Coae Rp.47.800 00 eko samnei
- Konsoitdms. Manual Rp 42,500.00 Per sanniP
- Sondir Riuqan Kapasilas 25 ion Rp 153.000 00 P- sqnop,

Penqa.mralan Cmitnh :~-,—m ,..-..-,,,, ,. --- . ._, A ' 'M , ---nm ,..,j:i uoiqn !ahung Rp.40 400 00 "^

- Pemboran T,: ngaa Rp.34.000.o0 Per samps'
Hammer "i>-st po Roc 00 Per titik

- Core Drill Pp.212.500 00 Per ssmpm
o. Abit Alat baboratonum Baton

Perencanann Cam|-i!,s-.r, i'.cior P-ndsan-'
Per sumpm

Knat Tckau Ku! us R, I-; ago op mM .•..•,;.„, ..,
Knat TeAm Silinde, PP m.-mo 00 her sumpm
Kuat Lentm RpAO.-ipp op p0l s;-,lr,vi|
Kuat Tank Rp.1 Opine 00 Per semp<- i
Pengukuran selimut Betan Rp ni ggn oo P.o- tap

- PengukurmAO'a-oeler Aaaaqaf.BetonRpSi ,000.00 Per titik
- i- engukuran Jams 7 Aoiqan Beton Rp 31,900 00 Per hi>k

WILAYAH PEMUNGUTAN

Peon!ai 3

mmple

Rp. 10.650.00 Pei

iml; l-'p i?n oen nn

•Retribusi yang terhutang digungut di
pemakaian kekayaan daerah dAorAai

n/ah daerah ,'empat oelayar
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BAB. V

TATA CARm PEMUNGUTAN dan PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkam
(2) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus-
la) Retnbusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

yang dyaersamakan;

Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi;

(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambatdambatnya 15 (Lima
Belas) har, sejak aiterbitkannya SKRD atau dokumen lain yanq
dipersamakan dan S !~RD; y

(3) Tata cara pembayaran. penyetoran, tempat, pembayaran retribusi
diatui dengan Poratunan Waiikofa,

BAB VI

"ATA CARA PEN AG! HAN

Pa sal 1 /

(DPengelnaran surat Legman/ ooppqatan/ surat lam yang se^ms
seg '̂e^hi{7r A"7e,,aksanaan —^- retribusi dikeluabianseg.ma oetelal / ( Tujuh , hap sejak jatuh tempo

(2) Dalam jangka waktu 7 ( Tujuh ) har: setelab tanqqai surat ten-m'
?4ru^.SUratt,a!,\yan9 Sejen'5' Waj,b ^busVharus m£lerriDus-nn^a-yam-g te-n- utang;

(3) Won 1J ?" SChara,mana «™>™k\ pada ayat (1) dikeluarkan olehWahkota atau pejabat yang ditunjuk

BAB VII

PENGHAPP'SAN P'UTANG RETRIBUSI YANG KADAL UARSA DAN
PbMANFAATAN

Pasal 13

(,)H;r!lVint'ukln,elakuk;!n O'̂ aqAup iolnimsi, kudaiuarsa setelah melak,,
jangka waktu 3 ( Tiga ) tahun lerhitung sejak saat terhutang retribusi
kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak gldana dibidana
retnbusi; " y

(2) Kadaluarsa penagihan retnbusi sebagaimana dimaksud ayat cr
pasai mi, tertangguh apabila • 'v
a. Diterbitkan sural teguran;
b. Ada pengakuan utang retnbusi dan wajib retnbusi balk lanosuno

maupun tidak langsung; " "



(3) Dalam hal menerbilkan Surat Teguran dan Sural Paksa sebaaaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a,kadaluarsa penagihan piutang Sejak
tangga! penyampaian Surat Paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang retribusi sooara kdak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harm b adaiah wajib retribusi' dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan Belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dab pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oieh Wajite Re'iibus;

Pampl 14

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkan ditagih iagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaiuarsa dapat dihapuskan;

(2) Walikota menetapkan keputusan penqiiapusan Retribusi kota yang
sudah kauhfuama sobag.aiimann dimaksud pada ayat (1):

(3) Tata oaia penghapusan pialapq Rolubum yang ;aidah kadaiuarsa
diatur dengan Peratujan VV;i!ikota

0 -, t. n I 1 o
1 11 ;> . I I I ..}

(1) Remanfaatan dan penerimaaa masipg-masing jenis retribusi
diutamakan untuk menandai kegiatan yang berkaitan langsung
dengan penyelenggaraan pelayamap yanq bersangkutao;

02) Kelentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerirnaan retribus'
sebagaimana dimaksud pada aya: ('1'. ditetapkan dengari peraturan
daerah;

BAB VU!

KEBERATAN

Pasal 16

L:y Waiib retribusi dap. : mommiukan keberat.an rom-m> kooada \A/aliknPs
atau pejabat yang dkumuk ,-qau BKRR atau doku.mop 'r\r "an-
dipersamakan;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan yang p 'as.

(3) Keberatan harus dia> kan dalam pmgka waktu paling lama 3( tiga )
bulan sejak tanggal sKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
diterbitkan. kecuali ar abila waiio retnbusi lortenhi riaprJ menunjukkan
bahwa jangka waktu itu kdak. dapa! diponuhi karena keariaan dlluar
kekuasaannya;



(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat n>
adaiah suatu k(.adaan yapq touadi di luar keheodok atau Amkimc ran
Wajib Retnbusi;

(5) Pengajuan keberatan 'idak meuunfia kewajihao memoayar retribusi
dan pelaksanaan pen;.m,ihaa'opiijuis

Pasal 'i i

(1) Walikota dalam jangka waktu palm, :,,,,,„ 3 ^,,t„,,. ;JL.;ail Sejas
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang riiajukan dengan menefbitkan Surat k>putus*n
Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud oada ayat 11) adaiah untuk
memberikar kepastian hokum bagi Wajib Retribusi.'banwa keberatan
yang diajukar, harus diberi keputusan oleh Walikota;

(3) Keputusan Walikota alas keberatan dapat berupa menebma
seluruhnya atau sebaoian. monoiak, aha,, menambah besarnya
Retnbusi yang teuhutang;

(4) Apabila iaiK.ka waklu sebaqaimaim dimaksud pada ayat (I) telah
iewai ('an Walikota lidak men,hen surat keputusan keberatan yano
Oiajukan tersebut dianggap dikabuAuu '"'

Pasal 10

(l)Jika oengajuan keberatan dikaoulkaa seoagp-m atau seluruhnya
kelebihan pembayaran Peiulu:^ dikembalikm: dengan ditambna
imoalan bunga 2 3s ( dua persem sebulan untuk paling lama 12 (dua
belas) bulan;

(2) Imbalan bunga sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) dihitung Sejak
bulan peluoasan sampai dengan diferbitkannya SKRD! B

BAB IX

PENGEM' BALIA N KELEBIH AN PEfV]BAYARAN

Pnsa! 19

(1)Atas kelebihan pembayaran retribusi. waiib reAiburg dapat
mengajukan permohonan po.oqombalian keoada 'wnlikme

(2) Walikota dalam jaruRa waklu yhm loom o ; (..n;im :• LCap, ^jak
diterimanya permohonan penq'imhalieo kelobihao oomoayaran " '



retribusi sebagannann dm-mmA oada eya' .A nargs menaperikan
keputusan;

(3) Apabila jangka waktu seoagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDBB harus ditonnikai dakam jangka waktu paling lama 1
( satu) bulan;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyni utapg ietnbmo lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retnbusi
tersebut;

(5l Pongomh.alian kelehihau / imuhnynoan nutnhusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam. jangka waktu paling lama 2 (
dua ) bulan sejak diterbitkan SKRDRB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waklu 2 ( dua ) bulan, Walikota memberikan
imbaian bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan alas
keter'ambatan pembayaran kelebihan retnbuis:

(7) Tata cara pengembalian kelebilian pembayaran Retribusi
sebagaimana dimakpud pada ayat C) diatur dengan Peraiuran
Walikota.

Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis keRjda Walikota dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :
a. Nama uan rlamat A/ayb retribnis.
b. Masa rerribuis;

c. Besarnya kelebihe a pembayaran;
d. Alasan yang singkot dan jeias

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
disampafkan secara fangsung atau mefafui pos tercatat;

Bukti penerimaan oleh Walikota atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan ditenma oleh Walikota;

Pasal 21

(1) Pengembalian keiebihair retribusi dilakukan dengan menerbilkan
sural perintah membayar kelebihan retribusi:

(2) Apabila kebibihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4),
pembayaran dilak.,k.<M dengan eare momma m HnVni-nn -m- hpki.,
pemindah bukuan juga berlaku sebagai l.n,k;i pembayaran,



BAB X

PENGURAN3AN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) --7aiikol~ —do-p-" -mnmheekap neinjuiauqau. oeunguuan can
jiembebasau retribusi;

(2) Penguraagan, keringanari dan pembebasaa retnbusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (P dan dibenkan kepada wajib retribusi, antara
lain lembaga sosial, kegiatan social dan bencana alam:

(3) Tata cara pengurangan, koepqapan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRAS!

Pasal 23

Dalam hal wajib letri'busi tedenlu tidak membayarkan tepat waktunya
aiau kurang bayar, dikcnakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2'A (dua fiersen) seliap buiau dan retnbusi yang terhutang yang tidak
atau kurang dibayar rian ditagih dengan menggunakan STRD didahului
dengan Sural Tegur.in.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak moiaksanakan kewaiibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah ciiancam pidana kurungan paling lama 3
(tige) bulan atau pidana denda paling bam/ak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi terhutang yang tidak kurang dibayar.

02) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adaiah peiaoggaran.

PENYIDIKAN

Pasa; 25

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertenlu diliugkungan pemerintah daerah

diberi wewenang kbusus sebaoai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak [Va ana dibidang retribusi daerah sebagaimana
dimaksud Undang-undang Nomor 3 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana;



,-,riik sehaommana dimaksud pada ayat (1) adaiah :(2) Wewenang peny.dik sebag,, rr _ keterangan atau

^-eranga^au.an^
b. Menemi. mencar, an r-•^- ^ ^ perbuatan yang

pribad, atau badan "<<«"• J reinbusl da9rah

tBrSebU': , , .nn-,r dan hahan oukti dan orang pribadi aiau
• sra:::-A...-,- »->••«-• —
«~::pp-p::a:^:»==.=

r»p:ePOP-=AA~;i-~.»»..
. ' /AA,,kaa rndak pidana dibidang retribusi daerah.

••••-—— . , rrhr,nl, -i,-,n atau melarang seseorany meninggai,.an
9 '" , "2, ada saai penienksaan sedang bertangsung
r^*« orang Can a,au dokunten yang dibawa

h ;^;,ot,<n ««• van., berkaitan nengan -dak pidana
Retnbusi Da grab.- RotubusiDaaram keterandannya dan diperiksa

i. Memangyil orang untuk mdengai kuo. „,
sebagai tersangka alau saksi;

, Mengbeokkan penyidikan: peny,dikank. Melakukan tindakan lam yang peh un • ^ , /
tindak pidana dibidang Reuibus' Dac^.h .me,..
dapat dipertanggung jawabkan.

- a.n-mksud n^da ayat (1) memberitabuka;(3)Penyidik se^gaiman,, dimaksud _ > penviaikannyj^mulainya penyidikan ^J™

BAB XIV '
KETENTUAN PERAUHAN

Pasal ?-6

i •-,, woriaki' retribusi yang masih terhuta;

«-'=s*S,*1"""" *""*"~(lima) tahun terh.tung sejak saat terhutang.



BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan ini herlaku:

Peraiuran Daerah Kota Pagar Alam tentang Retribusi Kekayaan Daerah
yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah
dikota Pagar Alam dan Peraturan Daerah lainnya yyang bertentangan
dengan Peraturan ini dinyatakan tidak herlaku sejak berlakunya
Peraturan Daerah ini berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahumya, memenntabkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam bembaran Daerah
Kota Pagar Alam

Diundangkan : di Pagar Alam

Pada Tanggal : £q - ! * - 2u'°

SEKRPTARIS DAERAH KOTA PAGAR Ai.AM.

f'*A,
ii

H.A.FACHPRI

RiioP.pk.au cii Pagar Alam
Pada Tanggal | $ COnnr*-'' 20 I0

AoAUAO :/- -PROAR ALAM,

:SZ- =~ "~ 3>—

H. DJAZUbl KURIS

LEMBARAN DAERAH KCTA P0 3AR ALAM TAHUN 2010 NOMOR /.)7. SERI cT


